BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam era global seperti saat ini, pendidikan yang bermutu merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sehubungan dengan penjaminn mutu, pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan dalam tiga program terintegrasi yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Ketiga program tersebut merupakan bentuk penjaminan mutu pendidikan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat agar dapat memperoleh layanan dan hasil pendidikan yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh penyelenggara pendidikan. Selain itu, evaluasi dalam rangka penjaminan mutu pendidikan diatur dalam pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yakni setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Tujuan akhir dari penjaminan mutu pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) yaitu tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa. Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan atau program pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu: (a) Standar Pelayanan Minimal (SPM); (b) Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan (c) Standar mutu di atas Standar Nasional Pendidikan (Standar di atas SNP). Dalam hal ini, Standar Nasional Pendidikan ditetapkan sebagai standarisasi pendidikan sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional dan bertujuan agar tidak terjadi disparitas mutu pendidikan antara daerah yang satu dengan daerah lain. 

Betapa pentingnya penjaminan mutu bagi sekolah atau satuan pendidikan, dan sudah banyak sekolah yang mencoba melakukan penjaminan mutu. Namun sayangnya, sampai saat ini belum ada model evaluasi penjaminan mutu sekolah. Oleh karenanya, penelitian ini akan mengembangkan suatu model evaluasi penjaminan mutu sekolah.
B. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup penjaminan mutu sekolah, meliputi penjaminan mutu terhadap komponen-komponen sistem pendidikan: (1) input, baik input peserta didik, guru, tenaga kependidikan maupun sumber daya yang lain, (2) proses, baik proses manajemen sekolah maupun proses pembelajaran dan penilaian, (3) produk atau hasil, terutama penjaminan terhadap kualitas output  dan outcomes yang dihasilkan oleh sekolah, dan penjaminan mutu sekolah sebagai suatu sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, model evaluasi penjaminan mutu sekolah itu meliputi evaluai penjaminan mutu pada komponen input, proses, dan produk serta outcomes. 
C. Road map Penelitian
Judul penelitian payung ini adalah: “Model Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah”. Pada penelitian tahun pertama, telah melibatkan 4 mahasiswa S3 dan 3 mahasiswa S2 Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun judul empat disertasi yang menjadi penelitian anak payung pada penelitian tahun pertama dalah: (1) Model evaluasi diri sekolah, (2) model akreditasi sekolah, (3) Model penilaian pembelajaran Matematik di SMK RSBI, dan (4) Evaluasi Kompetensi Guru SMK Lulusan LPTK. Sementara itu, tiga  judul tesis yang menjadi anak payung pada penelitian tahun pertama adalah: (1) Karakteristik Instrumen Tes dan Sistem Seleksi Siswa Baru Rintisan SMA Bertaraf Internasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (2) Analisis Hasil Ujian Nasional Kimia Rintisan SMA Bertaraf Internasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan (3) Penyetaraan Horisontal Perangkat Tes Ujicoba Ujian Nasional Matematika SMA Program IPA di SMAN Kota Yogyakarta. 
Kaitan antara penelitian payung dan penelitian anak payung dapat dijelaskan sebagai berikut.
Evaluasi pendidikan dapat dilakukan oleh fihak internal maupun eksternal, dan ruang lingkup penjaminan mutu sekolah akan mencakup komponen input, proses, produk atau output, dan outcomes. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu input siswa dapat dilakukan oleh pihak eksternal sekolah dalam bentuk evaluasi terhadap sistem seleksi penerimaan siswa baru. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu input guru dapat dilakukan melalui penilaian kinerja guru, terutama yang dilakukan oleh kepala sekolah, dalam bentuk penilaian kinerja guru, sedangkan penilaian terhadap  pelaksanaan penjaminan mutu proses dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi proses manajemen sekolah dan pembelajaran serta penilaian pembelajaran. Evaluasi terhadap penjaminan mutu output dilakukan melalui evaluasi terhadap perangkat tes uji coba ujian nasional SMA, dan evaluasi terhadap hasil UN di SMA. Sementara itu, evaluasi terhadap penjaminan mutu outcomes, yang terutama dilakukan terhadap lulusan SMK, dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan studi penelusuran lulusan oleh sekolah.
Dalam penelitian ini, evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu sekolah dilakukan oleh pihak eksternal sekolah (tim peneliti) terhadap kinerja sekolah dalam penjaminan mutu, baik sebagai suatu entitas maupun kinerja sekolah dalam penjaminan mutu pada masing-masing komponen sistem persekolahan, yaitu:

a. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu sekolah sebagai suatu entitas dilakukan melalui pengembangan model akreditasi sekolah dan evaluasi diri sekolah.

b. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu input siswa dilakukan melalui evaluasi terhadap sistem seleksi penerimaan siswa baru di suatu sekolah.

c. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu input guru dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian kinerja guru.

d. Evaluasi terhadap penjaminan mutu proses pembelajaran dilakukan melalui evaluasi program pembelajaran dan penilaian pada satuan pendidikan tertentu.

e. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu output atau hasil pendidikan di sekolah dilakukan melalui evaluasi mengenai kualitas (karakteristik) soal uji coba Unas dan kajian terhadap hasil Unas.
f. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu outcomes dapat dilihat dari pelaksanaan penjaminan mutu outcomes yang dilakukan dalam bentuk studi penelusuran yang dilakukan oleh sekolah. 

Dalam hal ini, informasi yang diperoleh melalui penelitian anak payung merupakan bagian dari hasil penelitian payung.
BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan model evaluasi penjaminan mutu sekolah yang valid dan implementatif. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan model evaluasi penjaminan mutu sekolah mencakup tiga komponen, yaitu:  model dan prosedur atau mekanisme, instrumen, dan panduan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu sekolah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menghasilkan: (1) model dan prosedur, (2) instrumen, dan (3) panduan pelaksanaan evaluasi penjaminan mutu sekolah. 
B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang dilaksanakan selama tiga tahun. Secara rinci, tahapan penelitian ini dan manfaat untuk setiap tahapan penelitian adalah sebagai berikut.
Penelitian tahun pertama, yang telah dilaksanakan adalah mengkaji model evaluasi penjaminan mutu sekolah yang sudah ada atau mengkaji teori dan hasil penelitian relevan yang sudah ada, mengembangkan draf model dan prosedur atau mekanisme evaluasi penjaminan mutu sekolah, menyelenggarakan FGD untuk membahas draf model dan prosedur atau mekanisme evaluasi penjaminan mutu,  dan melakukan revisi draf model serta prosedur evaluasi penjaminan mutu sekolah. Pada penelitian tahun pertama, telah dihasilkan model dan prosedur atau mekanisme evaluasi penjaminan mutu sekolah yang telah tervalidasi berdasarkan hasil FGD yang melibatkan 10 pakar dari perguruan tinggi dan LPMP, asosiasi profesi, yaitu: Himpunan Evalusi Pendidikan Indonesia (HEPI), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), dan ADGEVI. 
Penelitian tahun kedua, adalah untuk mengembangkan panduan penggunaan prosedur dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah, menyelenggarakan FGD untuk membahas draf panduan dan instrumen, melakukan uji coba instrumen,  dan merevisi draf panduan serta instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah. Pada tahun kedua ini, peserta FGD adalah 12 pakar dari perguruan tinggi dan LPMP, serta 8 pakar dari asosiasi profesi, sedangkan materi yang didiskusikan adalah panduan penggunaan prosedur dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah. Sementara itu, peserta uji coba  instrumen evaluasi pada tahun kedua ini adalah 12 guru SMA, 12 guru SMK, 3 Kasek SMA, 3 Kasek SMK, dan 4 Pengawas SLTA. Hasil yang diharapkan dicapai pada penelitian tahun kedua adalah tersusunnya panduan dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah yang sudah tervalidasi berdasarkan hasil FGD dengan melibatkan para pakar, dan instrumen yang telah tervalidasi secara empirik. Dengan demikian, diharapkan panduan dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah tersebut adalah valid dan sekaligus juga implementatif. 
Penelitian tahun ketiga, adalah tahapan diseminasi model yang mencakup prosedur, instrumen dan panduan evaluasi penjaminan mutu sekolah, serta merevisi sehingga menjadi model evaluasi penjaminan mutu sekolah yang  final. Pada tahun ketiga, model didesiminasikan kepada lima Dinas Pendidikan kabupaten/kota di DIY, wakil perguruan tinggi, dan LPMP. Dalam diseminasi tersebut, masing-masing dinas pendidikan diharapkan dapat mengirim 4 orang, LPMP 4 orang, dan perguruan tinggi 8 orang. Hasil yang diharapkan dari penelitian tahun ketiga adalah tersusunnya model dan perangkat implementasi model (yang meliputi: prosedur atau mekanisme, instrumen dan panduan) yang valid dan implementatif, serta dapat diterapkan oleh para praktisi di lapangan. 
BAB III
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Mutu Sekolah

Astin sebagaimana dikutip oleh Suyata (1998: 14), membedakan dua tinjauan tentang mutu sekolah. Pertama, adalah tinjauan secara tradisional atau pandangan elitisme, yang melihat mutu sekolah berdasarkan kepemilikan sumber-sumber pendidikan dan reputasi, dan keduanya saling berkaitan. Kedua, adalah tinjauan pengembangan kemampuan dasar atau pandangan developmental, yang sifatnya dinamik.

Sekolah yang bermutu menurut pandangan tradisional adalah sekolah yang kaya akan sumber-sumber pendidikan dan memiliki peringkat atas serta populer karena memiliki posisi akademik yang tinggi. Sedangkan pandangan dinamik, melihat sekolah yang bermutu sebagai sekolah yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi dasar peserta didik dan para tenaga kependidikan semaksimal mungkin, sebagaimana nampak pada keberhasilan sekolah dalam memberikan nilai tambah, baik yang berupa pengetahuan maupun hal-hal yang bersifat personal.

Menurut Suyata (1998: 15), pandangan tradisional lebih melihat pentingnya faktor-faktor individual dalam peningkatan mutu pendidikan, seperti kemampuan perseorangan dan motivasinya. Berdasarkan pandangan ini maka muncullah kemudian penciptaan kelas-kelas unggulan. Pandangan ini berkeyakinan bahwa dengan menciptakan individu-individu yang unggul dan kelas-kelas unggulan sebagai pusat keunggulan (center of excellence), maka diharapkan akan terjadi efek pengimbasan pada individu-individu atau sekolah-sekolah yang lain di sekitarnya. 

Sementara itu, pandangan developmental menekankan pentingnya perbaikan secara keseluruhan melalui pendekatan perbaikan struktural. Pandangan ini berkeyakinan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara keseluruhan (tidak bersifat parsial), disadari, dirancang dan dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan. Dalam hal ini, para pakar semakin menyadari bahwa peningkatan mutu pendidikan hanya akan terjadi bilamana terjadi perubahan di tingkat sekolah dan ruang kelas, yang bermuara pada performan siswa dengan dukungan birokrasi dan masyarakat secara luas. 

Pandangan developmental akan memberikan peluang bagi mayoritas untuk berkembang secara wajar dan  natural sesuai kondisi mereka. Dalam hal ini, sekolah yang bermutu tidak sekedar dinilai dari hasil akhir yang diproses, melainkan berdasarkan hasil akhir relatif sesuai kondisi yang dimiliki dan tersedia di sekolah. Oleh karena itu, pandangan sekolah yang bermutu secara developmental menekankan pentingnya sekolah mengenali karakteristik awal dari input siswa dan berdasarkan pengenalan karakteristik tersebut program-program perlakuan terhadap siswa disusun.

Di Amerika Serikat, sebagian besar program peningkatan mutu sekolah mendasarkan pada konsep tentang sekolah efektif. Hal ini dapat ditunjukkan oleh diimplementasikannya hasil-hasil riset tentang sekolah efektif pada berbagai program peningkatan mutu sekolah di hampir seluruh negara bagian mulai akhir tahun 70-an sampai dengan awal tahun 80-an. Program-program tersebut antara lain: the California State Department School Effectiveness Study (1977), the Development of the National Council for School Effectiveness (1987), the Santa Clara School Effectiveness Program (1984), the Michigan State Board  Standards of  Quality Program (1985), dan the National Education Association Program (1986). 
Pengertian efektif dapat dimaknai bermacam-macam sesuai sudut pandang disiplin ilmu yang digunakan. Dalam teori ekonomi, keefektifan dan efisiensi pada umumnya dikaitkan dengan proses produksi. Dalam hal ini, keefektifan diukur dengan seberapa besar output yang diharapkan dapat dicapai berdasarkan input yang ada,  sedangkan efisiensi akan dapat dicapai apabila dapat digunakan input yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan output yang maksimum. 

Menurut perspektif teori organisme, organisasi (sekolah) dianalogikan dengan sistem biologis dalam makhluk hidup, yang harus dapat beradaptasi dengan lingkungannya agar tetap dapat hidup. Untuk itu, dalam perspektif ini, organisasi sekolah dikatakan efektif apabila selalu mampu beradaptasi dan berinteraksi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya sehingga tetap dapat hidup. Menurut Garmston and Wellman (Tola dan Furqon, 2007: 5), sekolah yang bermutu adalah sekolah yang mampu mewujudkan apa yang disebut sebagai ”self-renewing schools” atau ”adaptive schools”. Sementara itu, menurut O’Nell (Tola dan Furqon, 2007: 5) sekolah yang efektif adalah sekolah yang mampu mewujudkan ”learning organization”, yaitu suatu kondisi di mana kelembagaan sekolah sebagai suatu entitas akan mampu menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dan menunjukkan kapabilitasnya dalam berinovasi.  

Dalam pendekatan human relation, keefektifan  diukur berdasarkan tingkat keterlibatan dari individu-individu dalam organisasi tersebut yang disebabkan oleh terpenuhinya kepuasan. Sementara itu, dari sudut pandang teori politik organisasi, suatu organisasi dikatakan efektif manakala organisasi tersebut bersifat responsif terhadap berbagai kelompok kepentingan (stake-holders) eksternal. Untuk itu, organisasi yang efektif harus mampu membangun inter-dependensi diantara kelompok kepentingan tersebut karena adanya pembagian kewenangan (power) yang jelas. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang sekolah efektif di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa kriteria suatu organisasi (sekolah) yang efektif, yaitu: (1) memiliki karakteristik atau kualitas output yang tinggi; (2) mampu beradaptasi dan memenuhi kebutuhan lingkungannya; (3) menunjukkan adanya keterlibatan yang tinggi dari semua komponen sekolah, sebagai akibat terpenuhinya kepuasan; dan (4) responsif terhadap berbagai kelompok kepentingan (stake-holders) dengan membangun inter-dependensi dan pembagian kewenangan yang jelas diantara  kelompok-kelompok kepentingan tersebut. 

Townsend (1994: 36) menyatakan bahwa keefektifan sekolah merupakan konsep yang belum memperoleh kesepakatan yang luas. Sekolah yang efektif sering didefinisikan sebagai sekolah yang dapat memenuhi kriteria ideal dari suatu sekolah. Namun, definisi lain menyatakan bahwa sekolah yang efektif adalah sekolah yang memiliki kepemimpinan yang kuat, mampu mewujudkan hubungan sekolah dengan orangtua siswa yang harmonis, melakukan pengembangan staf secara efektif, dan mampu mewujudkan iklim sekolah yang kondusif untuk pembelajaran.

Scheerens (1992: 3), menyatakan bahwa suatu sekolah disebut "efektif" apabila terdapat kesamaan atau kesesuaian antara tujuan dan pencapaiannya. Namun demikian, keefektifan bukan merupakan suatu kondisi yang sifatnya dikhotomis. Dalam arti, suatu sekolah mungkin hanya "efektif sebagian", yang berarti bahwa sekolah tersebut hanya efektif dalam mencapai tujuan pada bidang tertentu saja (aspek tertentu), tetapi kurang efektif dalam mencapai target-target pada bidang yang lain. Sebagai misal, suatu sekolah yang efektif dalam pengembangan prestasi akademik (yang diukur dari hasil belajar siswa), mungkin kurang efektif dalam pencapaian tujuan dalam aspek sosial (yang diukur dari perasaan memiliki dan rasa suka siswa terhadap sekolah). Selain itu, aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam mendefinisikan sekolah efektif adalah bahwa sekolah tidak sama keefektifan-nya pada semua kelompok siswa. Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu sekolah seringkali hanya efektif untuk kelompok siswa tertentu, misal: lebih efektif untuk siswa laki-laki dan kurang efektif untuk siswa perempuan, efektif untuk kelompok etnis tertentu atau untuk siswa dengan kemampuan akademik tertentu.

Dalam hal yang senada, Riddell and Brown (1991: 23) menyatakan bahwa sekolah tidak sama efektifnya bagi siswa yang berbeda latar belakang dan kemampuannya. Hasil penelitian Cuttance (Riddell & Brown, 1991: 23) menyatakan bahwa pengaruh sekolah bagi siswa yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah dan lingkungan keluarga yang kurang beruntung adalah lebih tinggi dibanding siswa yang berasal dari latar belakang keluarga yang mampu.

Sementara itu, Preedy (1993: 6) mengidentifikasi tiga konsep tentang keefektifan sekolah, yakni: (1) keefektifan sekolah, diukur berdasarkan hasil (outcomes) pendidikan, baik dalam bidang akademik maupun perkembangan dalam aspek personal dan sosial siswa; (2) keefektifan sekolah juga dapat dinilai berdasarkan kualitas proses pendidikan di sekolah yang bersangkutan, seperti: kultur atau etos, dan tingkat kepuasan baik yang dirasakan oleh staf, guru maupun siswa terhadap sekolah; (3) keefektifan sekolah juga dapat dimaknai sebagai kapasitas atau kemampuan sekolah untuk menyediakan input yang dibutuhkan untuk berlangsung-nya suatu proses pendidikan yang berkualitas, seperti: kemampuan merekrut calon siswa yang berkualitas, ketersediaan dana dan sarana serta prasarana pendidikan yang memadai dan kepemilikan staf guru yang profesional. 

Berdasarkan uraian tentang pengertian sekolah yang bermutu di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep atau pengertian sekolah yang bermutu pada dasarnya memang cukup variatif sesuai sudut pandang dan orientasi dari pihak-pihak yang ber-kepentingan. Namun demikian, dari beberapa pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa batasan atau konsep yang diajukan oleh Preedy (1993) merupakan konsep yang cukup komprehensif, yang mencakup semua komponen dari sistem pendidikan, yang meliputi: (1) komponen input; (2) komponen proses; dan (3) komponen output atau hasil pendidikan. 

B. Penjaminan Mutu Sekolah

Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu pendidikan. Dalam manajemen mutu, semua fungsi manajemen yang dijalankan oleh para manajer pendidikan di sekolah (kepala sekolah) diarahkan untuk dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggannya (customer), terutama kepada pelanggan eksternal, seperti: siswa, orangtua atau masyarakat pemakai lulusan. Dalam upaya memberikan kepuasan kepada pelanggan tersebut diperlukan suatu patokan atau standar tertentu sebagai kriteria, dan layanan pendidikan yang diberikan seharusnya sesuai atau jika mungkin dapat melampaui kriteria minimal tersebut. Dengan demikian, semua fungsi manajemen pendidikan diarahkan agar semua layanan pendidikan yang diberikan tersebut paling tidak memenuhi atau jika memungkinkan dapat melebihi harapan pelanggan atau customer yang tercermin dari kriteria minimal tersebut.

Dalam perspektif manajemen mutu, pengendalian mutu suau produk atau layanan perlu dilakukan karena mutu dari sebagian produk yang dihasilkan atau layanan yang diberikan sangat mungkin manghadapi resiko tidak sesuai (lebih rendah) dari standar minimal yang dipersyaratkan. Dalam bidang pendidikan, logika inipun juga dapat berlaku, di mana dari sebagian lulusan (output) yang dihasilkan atau layanan yang diberikan oleh suatu institusi pendidikan, kualitasnya mungkin lebih rendah dari standar minimal yang telah dipersyaratkan. Oleh karena itu, dalam manajemen mutu pendidikan pun diperlukan suatu upaya pengelolaan mutu dalam bentuk jaminan mutu (quality assurance), yang akan memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan tersebut dapat mencapai standar mutu tertentu, sehingga output yang dihasilkan oleh lembaga atau satuan pendidikan tersebut sesuai dengan yang dijanjikan. Konsep yang terkait dengan manajemen mutu ini dikenal dengan Penjaminan Mutu (Quality Assurance).
1. Ruang Lingkup Penjaminan Mutu 

Dalam manajemen mutu pendidikan, pihak pengelola di sekolah seharusnya dapat menjamin terpenuhinya kepuasan masyarakat pengguna (pelanggan), yaitu dengan menjamin bahwa layanan pendidikan yang diberikan di sekolah atau institusi pendidikan tersebut adalah dapat memenuhi atau mungkin melebihi kebutuhan pelanggan, sehingga dapat dijamin bahwa output pendidikan yang akan dihasilkan dapat memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, dibutuhkan empat pilar utama manajemen mutu terpadu (Arcaro, 1995), yaitu: (1) kepuasan pelanggan (customer focus); (2) keterlibatan/partisipasi semua pihak (total involvement); (3) adanya komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat; dan (4) adanya upaya peningkatan secara terus-menerus (continuous improvement).

Dalam penjaminan mutu pendidikan ada beberapa pendekatan yang telah berkembang, satu diantaranya adalah pendekatan menurut “The International Standards Organization (ISO)” dan pendekatan penjaminan mutu yang ditekankan pada mutu dalam proses penyelenggaraan pendidikan, yang mencakup komponen-komponen: siswa, kurikulum, proses belajar mengajar, evaluasi dan sebagainya.


Sementara itu, Tom Vroeijenstijn (2002) mendefinisikan penjaminan mutu (QA) dengan “Continuous attention to reality for improvement and enhancement” dengan tiga pertanyaan dasar :

· Are we doing the right things?

· In the right way?

· And achieve the right goals?

Dengan mengacu pada pendapat di atas, maka penjaminan mutu pendidikan adalah program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan, atau peningkatan mutu yang dilakukan secara kontinyu dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan (sarana/prasarana, pengelolaan, kepemimpinan, maupun proses pembelajaran dan hasil) dalam rangka pencapaian standar yang telah ditetapkan.

Beberapa praktik penjaminan mutu dalam bidang pendidikan yang dapat dijadikan acuan dalam upaya penjaminan mutu pendidikan di negara kita antara lain praktik pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Australia, Amerika, Jerman dan di Hongkong.

Di negara bagian New South Wales, Australia misalnya, program penjaminan mutu pendidikan ini dilaksanakan melalui Directorate of Quality Assurance, Department of School Education NSW, yang diarahkan pada penjaminan mutu untuk tiga komponen sistemik pendidikan, yaitu:

a. Komponen belajar mengajar, yang meliputi: lingkungan belajar, proses belajar siswa, proses pembelajaran, perencanaan dan penerapan rencana pembelajaran, penugasan dan pelaporan serta penilaian dan refleksi.

b. Kepemimpinan dan budaya sekolah, yang meliputi kepemimpinan kontekstual, kepemimpinan untuk perubahan, kepemimpinan inklusif, kepemimpinan untuk belajar, konteks budaya sekolah dalam rangka mengembangkan rasa memiliki, budaya belajar dan budaya peningkatan.

c. Pengembangan manajemen sekolah, meliputi: tujuan sekolah, penerapan prioritas, perencanaan, manajemen peningkatan, dan manajemen perubahan.

Selain itu, pemerintah Australia, melalui departemen pendidikannya secara terus-menerus mengembangkan kriteria penilaian penjaminan mutu. Dalam hal ini, ada tiga kategori penilaian penjaminan mutu pendidikan, yaitu: (1) performance against administrative requirement; (b) performance against the business requirements; and (c) performance against what could be described as service requirement (Australian Government, Department of Education, 2003).

Di Amerika Serikat, isu-isu mengenai penjaminan mutu pendidikan terus berkembang. Sebagai missal, penjaminan mutu guru dapat diukur berdasarkan kriteria: (1) judging basic skills, (2) knowledge, dan (3) performance. Judging basic skills, menyangkut kualitas dan konfirmasi mengenai keterampilan dasar guru, knowledge menyangkut pengetahuan umum dan kemampuan isi materi, sedangkan performance berkaitan dengan penampilan guru dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, seorang guru yang baik adalah mereka yang memiliki keterampilan dasar sebagai guru, menguasai materi yang akan diajarkan dengan baik, dan mampu menyampaikan isi materi dalam proses pembelajaran dengan baik dan memikat (Frazier, 2002).

Demikian pula di Jerman, penilaian penjaminan mutu pendidikan juga sudah berkembang  dengan baik. Mekanisme penilaian penjaminan mutu dimulai dari evaluasi diri oleh internal sekolah. Selanjutnya, terhadap hasil evaluasi diri tersebut dilakukan validasi. Setelah itu, dilakukan verifikasi yang meliputi penilaian terhadap aspek-aspek proses dan penilaian terhadap hasil. Mekanisme penilaian penjaminan mutu tersebut dapat digambarkan dalam bentuk QA ‘V-Model’
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                  Process Assessment                                          Product Assessment
Sementara itu, di Hongkong pelaksanaan penjaminan mutu sekolah, yang dikenal dengan nama Kerangka Kerja Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (School Education Quality Assurance Framework), mencakup dua kegiatan utama, yaitu penilaian yang dilakukan melalui evaluasi diri sekolah (School Self-Evaluation) dan pengawasan atau inspeksi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu (QA Inspection). Dalam rangka pelaksanaan evaluasi diri dan inspeksi penjaminan mutu tersebut telah dikembangkan indikator-indikator kinerja yang mengacu pada tujuan sekolah. Adapun indikator-indikator kinerja yang dijadikan acuan dalam penilaian yang dilakukan dalam proses penjaminan mutu tersebut meliputi empat ranah sebagai berikut:

a. Manajemen dan organisasi, yang meliputi aspek-aspek kepemimpinan, perencanaan dan administrasi, pengelolaan staf, pengelolaan dana, sumber daya dan pemeliharaannya, serta evaluasi diri.

b. Pembelajaran yang meliputi: aspek-aspek kurikulum, pembelajaran, proses belajar siswa dan penilaian.

c. Dukungan terhadap siswa dan pengembangan etos sekolah, yang meliputi aspek-aspek bimbingan, pengembangan pribadi dan sosial siswa, dukungan bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus, hubungan dengan orangtua dan masyarakat, serta iklim sekolah.

d. Prestasi belajar, yang meliputi: aspek-aspek kinerja akademik dan non akademik.

Di Indonesia, istilah penjaminan mutu dalam bidang pendidikan belum banyak dikenal. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka proses penjaminan mutu adalah melalui pelaksanaan akreditasi, baik akreditasi sekolah maupun akreditasi perguruan tinggi serta penilaian kinerja sekolah (yang telah diterapkan bagi sekolah-sekolah yang menerima block grant peningkatan mutu, baik melalui proyek Sekolah Standar Nasional (SSN), sekolah kategori mandiri, maupun sekolah-sekolah sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau RSBI).

Pelaksanaan akreditasi sekolah dan akreditasi perguruan tinggi pada awalnya dilakukan pada lembaga-lembaga pendidikan swasta (baik sekolah-sekolah swasta maupun perguruan tinggi swasta), yang dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan status (Disamakan, Diakui atau Terdaftar) bagi institusi-institusi pendidikan tersebut. Namun demikian, pada perkembangan selanjutnya, pelaksanaan akreditasi tersebut telah diberlakukan baik pada institusi-institusi pendidikan swasta maupun negeri (baik di jenjang sekolah maupun perguruan tinggi), dengan perubahan status akreditasi yaitu A, B, C atau Tidak Terakreditasi.

Penilaian kinerja sekolah pada jenjang pendidikan menengah dilakukan dalam rangka untuk pembinaan sekolah. Pelaksanaan penilaian kinerja sekolah tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, pasal 19, Bab IX, yang menyatakan bahwa “Penilaian sekolah menengah dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan, dan bersifat terbuka, untuk memperoleh keterangan mengenai kegiatan dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya, dan sekolah sebagai suatu keseluruhan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi sekolah menengah yang bersangkutan.”

Sebagai misal, penilaian kinerja sekolah menengah kejuruan (SMK) yang pernah dilakukan pada tahun 1990-an didasarkan pada sembilan indikator keberhasilan SMK, yang meliputi: (1) ketercapaian tujuan sekolah; (2) organisasi dan manajemen sekolah, (3) kegiatan pembelajaran, (4) pendidik dan tenaga kependidik-an, (5) kesiswaan, (6) fasilitas, (7) lingkungan sekolah, (8) hubungan kerjasama sekolah dengan industri, dan (9) kegiatan Unit Produksi di sekolah.

Sementara itu, penilaian kinerja sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai penerima block grant peningkatan mutu melalui proyek SSN, sekolah kategori mandiri maupun RSBI, dilakukan untuk menilai pemenuhan terhadap indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan, baik Indikator Kinerja Kunci Minimal (IKKM) maupun Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT), terutama untuk sekolah-sekolah penerima block grant RSBI.

2. Mekanisme Penjaminan Mutu 

Dalam perspektif manajemen mutu, upaya penjaminan mutu suatu lembaga atau satuan pendidikan tertentu terutama harus dilakukan oleh pihak internal sekolah yang bersangkutan sebagai bagian dari proses manajemen mutu. Namun demikian, upaya pengawasan atau pengendalian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah tersebut dapat dilakukan juga oleh pihak eksternal sekolah. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh dalam rangka penjaminan mutu sekolah atau satuan pendidikan yang dilakukan oleh pihak eksternal sekolah adalah melalui akreditasi sekolah, yang selama ini dilakukan Badan Akreditasi Sekolah (BAS). 

Pada prinsipnya, upaya manajemen mutu dalam rangka penjaminan mutu tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan proses akreditasi suatu sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Penjaminan mutu (Quality Assurance) adalah upaya pengelolaan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah, dalam rangka untuk memberikan jaminan bahwa semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga atau satuan pendidikan tertentu dapat mencapai suatu standar mutu tertentu. Sementara itu, akreditasi sekolah atau satuan pendidikan merupakan upaya untuk memberikan pengakuan terhadap suatu institusi pendidikan (satuan pendidikan) oleh suatu lembaga (BAS) yang bersifat eksternal yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan tersebut dapat memberikan layanan pendidikan dengan standar kualitas tertentu sesuai dengan status akreditasi yang disandangnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu sekolah tersebut dilakukan oleh pihak internal sekolah, sebagai bagian dari manajemen mutu sekolah, sedangkan pengawasan atau evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu, yang salah satunya dilakukan dalam bentuk akreditasi, dapat dilakukan oleh pihak eksternal sekolah. 


Sementara itu, Tom Vroeijenstijn (2002), menyatakan bahwa sistem penjaminan mutu mencakup penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal dilakukan oleh pihak internal sekolah, yang merupakan tanggung jawab kepala sekolah beserta staf yang berwenang, yang terdiri dari pemantauan berkelanjutan, evaluasi oleh semua warga sekolah, evaluasi oleh lulusan maupun pengguna lulusan. Sedangkan penjaminan mutu eksternal umumnya dilakukan oleh pihak eksternal sekolah, berupa penilaian kinerja sekolah sebagai suatu entitas melalui akreditasi sekolah, penilaian prestasi akademik oleh pihak pemerintah, dalam bentuk Ujian Nasional, dan penilaian terhadap kinerja sekolah penerima block grant peningkatan mutu, ataupun penilaian oleh pihak-pihak eksternal sekolah lainnya.

1)  Penjaminan Mutu Internal

a)  Pemantauan Berkelanjutan


Pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan akademik menjadi tanggungjawab pimpinan sekolah secara keseluruhan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Wakil Kepala Sekolah atau staf yang ditunjuk. Dengan adanya pemantauan berkelanjutan ini, maka setiap saat dapat dilakukan pengechekan apakah pelaksanaan kegiatan akademik atau program sekolah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga tindakan perbaikan dapat segera direncanakan dan dilaksanakan.
b)  Evaluasi oleh Warga Sekolah, Lulusan dan Pengguna Lulusan


Dalam sistem penjaminan mutu internal, semua warga sekolah, termasuk siswa, juga dapat dilibatkan dalam pemantauan berkelanjutan terhadap kegiatan akademik. Pemantauan dan evaluasi oleh guru dan tenaga kependidikan dapat dijaring melalui rapat kerja rutin, sedangkan evaluasi oleh siswa dapat berupa umpan balik yang dapat dijaring melalui pengisian kuesioner untuk menilai kinerja pembelajaran yang dilakukan oleh guru maupun kondisi iklim akademik di sekolah.


Evaluasi dari lulusan dan pengguna lulusan juga dapat dilakukan melalui kuesioner yang dikirimkan secara berkala kepada lulusan/alumni dan pengguna lulusan. Mekanisme untuk memperoleh informasi dari lulusan dan penggunaan lulusan ini disebut sebagai studi penelusuran lulusan (tracer study).
c)  Evaluasi Diri


Kernampuan melakukan evaluasi diri merupakan indikator kematangan dari suatu institusi sekolah. Evaluasi diri merupakan suatu kegiatan yang sangat penting sehingga dianggap sebagai salah satu kegiatan utama dalam sektor sekolah seperti dikemukakan dalam Undang-Undang No. 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional.


Evaluasi diri oleh sekolah bukan hanya suatu proses yang harus dilakukan pada saat-saat khusus, misalnya dalam rangka menghadapi akreditasi ataupun untuk mengajukan proposal untuk memperoleh hibah tertentu. Seyogyanya, kegiatan evaluasi diri menjadi suatu kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dalam rangka melakukan penjaminan mutu internal.

d)  Audit Akademik Internal 

Audit akademik internal meliputi kegiatan pengumpulan informasi secara sistematis dan verifikasi untuk menilai apakah keseluruhan kegiatan akademik berjalan sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Untuk melakukan audit akademik internal tersebut, kepala sekolah dapat membentuk tim khusus sebagai tim audit.

2)  Penjaminan Mutu Eksternal


Penjaminan mutu eksternal diperlukan untuk meyakinkan komparabilitas dari berbagai sekolah, baik secara lokal maupun nasional. Selain itu penjaminan mutu secara eksternal tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan “keyakinan” bahwa lulusan yang dihasilkan oleh suatu institusi sekolah telah memenuhi standar atau baku mutu tertentu.

a) Mutu Sekolah secara Kolektif


Penjaminan mutu eksternal terhadap kinerja sekolah sebagai entitas dilakukan melalui penilaian kinerja sekolah sebagai suatu entitas melalui akreditasi sekolah, yang dilakukan oleh badan yang memiliki otoritas, yaitu Badan Akreditasi Sekolah (BAS). 

b) Penguji Eksternal (External Examiner)

Penjaminan mutu eksternal juga dapat dilakukan melalui penilaian prestasi akademik oleh pihak pemerintah, yaitu dalam bentuk Ujian Nasional, dan penilaian terhadap kinerja sekolah penerima block grant peningkatan mutu oleh tim Monev, ataupun penilaian oleh pihak-pihak eksternal sekolah lainnya. Selain itu, tim asesor yang melakukan akreditasi sekolah juga dapat dikategorikan sebagai penguji eksternal.
c) Tim Kaji Ulang Eksternal (External Reviewer)


Tim Kaji Ulang Eksternal (TKUE) memiliki rincian tugas sebagai berikut:

(1) Membaca dan menganalisis laporan evaluasi diri yang disiapkan oleh sekolah serta dokumentasi lain yang diberikan sebelum visitasi.

(2) Mengunjungi sekolah untuk mengumpulkan dan memverifikasi bukti.

(3) Melakukan penilaian terhadap pencapaian standard akademik serta mutu belajar mengajar.
(4) Menyusun laporan hasil verifikasi, sebagai basis data dalam pembuatan keputusan. 


Gambar 1. Konsep Sistem Penjaminan Mutu Akademik

Sementara itu, proses penjaminan mutu akademik dapat digambarkan sebagai berikut:


Gambar 2. Proses Penjaminan Mutu Akademik

C. Akreditasi Sekolah

1. Pengertian Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah merupakan suatu proses yang memperlihatkan pengakuan masyarakat terhadap suatu institusi pendidikan (sekolah) yang memenuhi standar tertentu (Lowrie and Roy, 2000). Di dalam proses akreditasi, suatu institusi sekolah dievaluasi dalam kaitannya dengan dasar filosofi dan tujuannya, pelayanan yang diberikannya, serta total identitasnya sebagai suatu institusi pendidikan. Standar yang diacu untuk proses akreditasi haruslah merupakan nilai atau ukuran yang mampu mendorong dan memberikan arahan bagi pertumbuhan pendidikan, dan memberikan acuan untuk evaluasi diri secara berkelanjutan, serta menyediakan perangsang bagi sekolah untuk berjuang mencapai prestasi yang lebih baik.

Akreditasi sekolah juga dapat dikatakan sebagai janji sekolah untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas. Akreditasi sekolah juga memberikan keyakinan kepada siswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya bahwa dengan basis pembiayaan tertentu, sekolah akan melaksanakan berbagai program dengan instruktur (pendidik) yang berkualitas, fasilitas dan peralatan yang memadai, kebijakan sistem rekrutmen siswa yang akuntabel dan melaksanakan semua program yang telah direncanakannya secara sungguh-sungguh.

Akreditasi pada dasarnya merupakan suatu konsep yang mengarah pada regulasi diri (self regulation), yang dilakukan tanpa intervensi dalam rangka pengenalan atau evaluasi diri, serta peningkatan kualitas pelayanannya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, akreditasi sekaligus memiliki makna baik sebagai proses maupun produk. Sebagai suatu proses, akreditasi merupakan suatu bentuk pengamatan lapangan dengan mendasarkan pada suatu perangkat criteria dan prosedur tertentu dalam rangka mendorong kepada standar kualitas layanan pendidikan yang lebih baik. Sementara itu, sebagai hasil, akreditasi merupakan suatu bentuk pengakuan yang diwujudkan dalam bentuk sertifikasi atau status formal yang diakui oleh sebuah institusi atau badan akreditasi terhadap suatu sekolah yang telah memenuhi standar kualitas yang lebih baik daripada sekedar memenuhi kebutuhan (standar) minimal atau SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Tujuan dan Manfaat Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan sekolah dalam rangka mencapai keunggulan yang lebih baik, relevan dan lebih efektif. Dengan demikian, akreditasi akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sekolah sedang melaksanakan program dengan kualitas yang dapat diterima oleh masyarakat, dan menggunakan dana yang ada dengan semestinya.

Dalam Kepmendiknas Nomor 087/U/2002, dinyatakan bahwa pelaksanaan Akreditasi Sekolah memiliki tujuan:

1) Memperoleh gambaran mengenai kinerja sekolah.

2) Alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.

3) Menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan.

Berkaitan dengan tujuan akreditasi tersebut, maka akreditasi suatu sekolah juga memiliki manfaat dalam rangka:

a) Menyatakan bahwa suatu sekolah, termasuk programnya, telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.

b) Membantu sekolah untuk melakukan kajian dan evaluasi diri serta menentukan kebijakannya sendiri sesuai kondisi dan kebutuhannya.

c) Membimbing calon siswa, orangtua dan masyarakat dalam mengidentifikasi sekolah yang berkualitas, yang dapat memenuhi kebutuhan individu terhadap pendidikan, termasuk mengidentifikasi sekolah-sekolah yang memiliki keunggulan atau prestasi dalam bidang tertentu yang diakui masyarakat.

d) Melindungi sekolah dari tekanan, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi keberlangsungan programnya.

e) Membantu untuk perbaikan diri dan merangsang sekolah yang memiliki program yang masih lemah guna mencapai standar yang lebih tinggi.

f) Membantu mengidentifikasi sekolah dan programnya dalam rangka pemberian bantuan dana dan investasi, baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah.

3. Prinsip Dasar Akreditasi Sekolah

Akreditasi sebagai suatu sistem yang diharapkan dapat menjamin akuntabilitas publik, haruslah dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1) Akreditasi harus bersifat otonom dab independen dari pengaruh yang tidak semestinya, baik dari perseorangan, organisasi maupun kelompok. Oleh karena itu, otoritas badan akreditasi harus memiliki otonomi dan akuntabilitas terhadap kualitas pendidikan.

2) Akreditasi haruslah terbuka terhadap akuntabilitas publik.

3) Akreditasi haruslah dilandaskan pada tujuan dan sasaran yang didefinisikan secara jelas.

4) Akreditasi harus mengakui tentang keberagaman sekolah dan programnya.

5) Akreditasi harus menggunakan dana secara efektif dan sepadan dengan hasil yang akan dicapai. Hubungan dan tanggung jawab sekolah dan badan akreditasi harus dirumuskan secara jelas dan jika dimungkinkan bersifat koordinatif.

6) Akreditasi harus menyediakan saran-saran, konsultasi dan arahan yang adil dan jujur. Akreditasi harus dapat memberikan keyakinan mengenai kualitas dan akuntabilitas pendidikan kepada public tanpa maksud negatif, dan semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan sekolah maupun programnya.

7) Akreditasi harus didasarkan pada standar yang dapat diterima oleh semua pihak.

8) Akreditasi harus menyediakan adanya kajian ulang secara berkala, terbuka terhadap kritik-kritik, dan peninjauan kembali kriteria, mekanisme dan prosedur-prosedurnya.

4. Ruang Lingkup Akreditasi

Untuk keperluan akreditasi sekolah diperlukan suatu standar tertentu yang dapat dicermati dan dipahami oleh sekolah dalam rangka membantu kelancaran proses akreditasi. Oleh karena itu, badan akreditasi harus menginformasikan kepada sekolah mengenai standar atau ruang lingkup yang akan akreditasi. Hal ini sekaligus juga dapat dijadian acuan bagi sekolah dalam upaya peningkatan diri.

Pada hakikatnya, inti dari kegiatan di sekolah adalah kegiatan atau proses belajar-mengajar (dan lebih khusus lagi adalah proses belajar yang dialami oleh siswa). Untuk itu, standar atau ruang lingkup akreditasi sekolah minimal harus difokuskan pada proses belajar-mengajar (khususnya proses belajar yang dialami oleh siswa). Sementara itu, sebagai informasi tambahan di dalam proses akreditasi dimungkinkan untuk mengakreditasi sasaran atau ruang lingkup yang merupakan factor-faktor pendukung kegiatan proses belajar-mengajar, baik yang bersifat administrative maupun totalitas sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan. Dengan demikian, ruang lingkup kegiatan akreditasi sekolah akan meliputi:
1) Proses Belajar Mengajar, yang mencakup:

a) Visi dan Harapan terhadap Pembelajaran Siswa

Pernyataan mengenai visi sekolah menjelaskan esensi mengenai apa yang ingin dicapai oleh sekolah sebagai suatu komunitas pembelajaran. Edangkan harapan terhadap belajar siswa merupakan tujuan dasar yang dilandaskan dan diambil dari pernyataan mengenai visi sekolah. Oleh karena itu, setiap komponen dari komunitas sekolah harus memfokuskan diri kepada pemberdayaan siswa dalam rangka mencapai harapan sekolah.

b) Kurikulum, yang mencakup rangakaian mata pelajaran, beragam kegiatan ko-korikuler dan berbagai pengalaman belajar lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam program pembelajaran, yang merupakan perencanaan formal sekolah dalam rangka memenuhi visi, misi dan harapan terhadap pembelajaran siswa.
c) Proses Pembelajaran

Kualitas pembelajaran di suatu sekolah merupakan factor utama yang mempengaruhi kualitas belajar siswa, dan menghubungkan antara kurikulum, harapan belajar, dan prestasi hasil belajar siswa. Untuk itu, kegiatan pembelajaran harus didasarkan pada visi dan misi sekolah serta harapan  terhadap pembelajaran siswa, dengan didukung penerapan berbagai konsep pembelajaran yang terbaik, yang ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan siswa.
d) Penilaian Hasil Belajar Siswa

Penilaian hasil belajar meupakan kegiatan yang terintegrasi dengan proses pembelajaran. Tujuan penilaian adalah untuk menjelaskan kepada siswa mengenai kemajuan belajarnya, dan bagi guru berkaitan dengan efektivitas pengelolaan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukannya. Hasil penilaian ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan perkembangan dan pencapaian kompetensi siswa kepada orangtua, pejabat sekolah dan publik. Hasil penilaian pembelajaran harus dijadikan acuan untuk pengembangan strategi penyempurnaan kurikulum dan kegiatan pembelajaran secara berkesinambungan.

2) Komponen (Sasaran) Pendukung

a) Kepemimpinan dan organisasi, menggambarkan suatu keadaan mengenai bagaimana sekolah melaksanakan kepemimpinannya, mengorganisasikan dirinya, membuat keputusan dan melayani anggotanya secara sungguh-sungguh. Selain itu, administrasi sekolah harus jelas dan merefleksikan  mengenai pertanggung-jawaban terhadap keputusan dan praktik yang telah mereka lakukan.

b) Sumber Daya Sekolah, berupa segala sumber daya baik personal (guru dan tenaga kependidikan) maupun sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan layanan kepada siswa, baik yang berupa perangkat lunak (pedoman dan berbagai layanan pendukung) maupun perangkat keras (berupa sarana dan prasarana).
c) Sumber Daya Masyarakat, mencakup dukungan masyarakat dan partisipasi orangtua dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Selain itu, sebagai sumber daya masyarakat termasuk diantaranya mengenai dukungan lingkungan sekolah yang kondusif untuk kegiatan pembelajaran.

Secara garis besar, komponen sekolah yang dinilai dalam akreditasi sekolah menurut Kepmendiknas Nomor 087 Tahun 2002, tentang Akreditasi Sekolah meliputi: (1) kurikulum/proses belajar mengajar, (2) administrasi/manajemen sekolah, (3) organisasi/kelembagaan sekolah, (4) sarana dan prasarana, (5) ketenagaan, (6) pembiayaan, (7) peserta didik/siswa, (8) peran serta masyarakat, dan (9) lingkungan/kultur sekolah.

D.  Kerangka Berpikir

Penjaminan mutu (Quality Assurance) adalah upaya pengelolaan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah, dalam rangka untuk memberikan jaminan bahwa semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga atau satuan pendidikan tertentu dapat mencapai suatu standar mutu tertentu. Pelaksanaan penjaminan mutu sekolah terutama harus dilakukan oleh pihak internal sekolah yang bersangkutan sebagai bagian dari proses manajemen mutu.

Ruang lingkup penjaminan mutu sekolah, meliputi penjaminan mutu terhadap komponen-komponen sistem pendidikan: (1) input, baik input peserta didik, guru, tenaga kependidikan maupun sumber daya yang lain, (2) proses, baik proses manajemen sekolah (termasuk pengembangan kultur sekolah) maupun proses pembelajaran dan penilaian, (3) produk atau hasil, terutama penjaminan terhadap kualitas output yang dihasilkan oleh sekolah, dan penjaminan mutu sekolah sebagai suatu sistem secara keseluruhan, dan (4) outcomes, terutama penjaminan mutu terhadap pelaksanaan studi penelusuran yang dilakukan oleh sekolah.
Pengawasan atau evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu sekolah pada umumnya dilakukan oleh pihak eksternal sekolah. Penilaian atau evaluasi terhadap kinerja sekolah  sebagai suatu institusi salah satunya dilakukan dalam bentuk akreditasi, yang dilakukan oleh pihak eksternal sekolah, yaitu Badan Akreditasi Sekolah (BAS). Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu output atau hasil pendidikan dilakukan melalui penilaian oleh pemerintah dalam bentuk Ujian Nasional. 

Demikian pula, evaluasi atau penilaian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu input siswa dapat dilakukan oleh pihak eksternal sekolah dalam bentuk evaluasi terhadap sistem seleksi penerimaan siswa baru.  Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu input guru dapat dilakukan melalui penilaian kinerja guru, sedangkan penilaian terhadap suatu pelaksanaan penjaminan mutu proses dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi proses manajemen sekolah dan pembelajaran serta penilaian pembelajaran.

Dalam penelitian ini, evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu sekolah dilakukan oleh pihak eksternal sekolah (tim peneliti) terhadap kinerja sekolah dalam melakukan penjaminan mutu, baik sebagai suatu entitas maupun penjaminan mutu pada masing-masing komponen sistem persekolahan, yaitu:

a. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu sekolah sebagai suatu entitas dilakukan melalui pengembangan model akreditasi sekolah dan evaluasi diri sekolah.

b. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu input siswa dilakukan melalui evaluasi terhadap sistem seleksi penerimaan siswa baru di suatu sekolah.

c. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu input guru dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian kinerja guru.

d. Evaluasi terhadap penjaminan mutu proses pembelajaran dilakukan melalui evaluasi program pembelajaran dan penilaian pada satuan pendidikan tertentu.

e. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu output atau hasil pendidikan di sekolah dilakukan melalui evaluasi mengenai kualitas (karakteristik) soal uji coba Unas dan kajian terhadap hasil Unas.
f. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu outcomes dapat dilihat dari pelaksanaan penjaminan mutu outcomes yang dilakukan dalam bentuk studi penelusuran yang dilakukan oleh sekolah. 

E.  Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah model yang sesuai untuk melakukan evaluasi penjaminan mutu yang dilakukan oleh sekolah?

2. Bagaimanakah mekanisme atau prosedur yang tepat dan implementatif untuk melakukan evaluasi penjaminan mutu yang dilakukan oleh sekolah?

3. Seperti apakah instrumen yang valid untuk melakukan evaluasi penjaminan mutu yang dilakukan oleh sekolah?
4. Bagaimanakah model panduan yang sesuai untuk melakukan evaluasi penjaminan mutu yang dilakukan oleh sekolah?

BAB IV
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

     Penelitian yang diusulkan ini termasuk penelitian riset dan pengembangan          (R & D), yang dilakukan selama tiga (3) tahun. Penelitian ini diawali dengan pengkajian pustaka dan hasil penelitian yang relevan, untuk mengembangkan draf model, prosedur, panduan dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah, pelaksanaan FGD dan uji coba, dan diakhiri dengan revisi setelah draf model didesiminasikan. Secara lengkap, kegiatan penelitian selama tiga tahun ini dapat dilihat pada prosedur penelitian berikut.

B. Prosedur Penelitian

Penelitian tahun pertama yang telah dilaksanakan adalah melakukan kajian teori dan hasil penelitian yang relevan, menyusun draf model dan mekanisme atau prosedur evaluasi penjaminan mutu sekolah, melakukan FGD, dan merevisi draf model serta prosedur evaluasi penjaminan mutu sekolah. Pada penelitian tahun kedua yang diusulkan adalah mengembangkan panduan penggunaan prosedur yang telah dikembangkan pada penelitian tahun pertama dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah, menyelenggarakan FGD untuk membahas draf panduan dan instrumen, melakukan uji coba instrumen,  dan merevisi draf panduan serta instrumen. Tahun ketiga, diseminasi model evaluasi penjaminan mutu sekolah (yang mencakup prosedur, instrumen, dan panduan penggunaan model), dan merevisi sehingga menjadi model evaluasi penjaminan mutu sekolah yang final. Secara figural, prosedur penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 di halaman berikut.
Tabel 1. Rancangan Prosedur penelitian selama 3 tahun

	KEGIATAN
	PRODUK

	

	Tahun ke I

Mengkaji teori dan hasil penelitian yang relevan, kemudian menyusun  draf model dan prosedur atau mekanisme evaluasi penjaminan mutu sekolah. Draf model dan prosedur ini didiskusikan melalui FGD. Selanjutnya, draf model dan prosedur ini setelah direvisi diberi nama Draf Model 1 (DM-1). 

	


	Tahun ke II

Mengembangkan panduan penggunaan prosedur, dan menyusun instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah, menyelenggarakan FGD untuk membahas draf panduan, melakukan uji coba instrumen,  dan merevisi draf panduan serta instrumen. Gabungan antara panduan dan draf model 1 disebut dengan draf model 2



	


	Tahun ke III

Diseminasi draf model 2 (yang terdiri dari prosedur, instrumen, dan panduan), dan merevisinya sehingga menjadi model evaluasi penjaminan mutu yang  final.




C. Subyek Penelitian

Responden yang dilibatkan dalam FGD tahun pertama adalah 10 pakar dari perguruan tinggi dan LPMP, pakar dari berbagai asosiasi profesi pendidikan, yaitu HEPI, ISPI, dan ADGEVI. 
D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian pada tahun pertama ini dilakukan melalui metode diskusi kelompok terfokus atau Focus Group Discussion (FGD). Pada saat FGD, para pakar diberi draf model dan mekanisme evaluasi penjaminan mutu sekolah, kemudian mereka diminta untuk mendiskusikan dengan dipandu oleh peneliti. Peserta FGD ini adalah 10 para pakar yang berasal dari perguruan tinggi dan LPMP, berbagai asosiasi profesi pendidikan, yaitu: HEPI, ISPI, dan ADGEVI. 

 Setelah direvisi, draf model dan prosedur atau mekanisme evaluasi penjaminan mutu sekolah tersebut diberi nama model-1 (DM-1).
D.  Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Teknik deskriptif kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan masukan dari responden yang hadir pada acara FGD,  yang bersifat kuantitatif. Sementara itu, teknik deskriptif kualitatif digunakan untuk men-deskripsikan kata, kalimat, dan atau substansi masukan dari responden yang bersifat kualitatif.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Payung Pada Tahun Pertama
Penelitian hibah Pascasarjana (penelitian payung) ini akan dilakukan selama tiga tahun. Kegiatan yang dilakukan pada tahun pertama adalah mengkaji teori dan hasil penelitian mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini (penelitian anak payung). Hasil kajian digunakan untuk menyusun draf model penjaminan mutu sekolah yang mencakup komponen penjaminan mutu, evaluasi komponen penjaminan mutu,  dan prosedur penjaminan mutu.
1. Komponen dan Model Evaluasi Penjaminan Mutu 

Dalam perspektif manajemen mutu, upaya penjaminan mutu suatu lembaga atau satuan pendidikan tertentu terutama harus dilakukan oleh pihak internal sekolah yang bersangkutan sebagai bagian dari proses manajemen mutu. Namun demikian, upaya pengawasan atau pengendalian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah tersebut dapat dilakukan juga oleh pihak eksternal sekolah. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh dalam rangka penjaminan mutu sekolah atau satuan pendidikan yang dilakukan oleh pihak eksternal sekolah adalah melalui akreditasi sekolah, yang selama ini dilakukan Badan Akreditasi Sekolah (BAS), dan melalui penguji eksternal, seperti: Ujian Nasional oleh pemerintah, maupun Uji Kompetensi bagi siswa SMK. 

Pada prinsipnya, upaya manajemen mutu dalam rangka penjaminan mutu tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan proses akreditasi suatu sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Penjaminan mutu (Quality Assurance) adalah upaya pengelolaan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah, dalam rangka untuk memberikan jaminan bahwa semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga atau satuan pendidikan tertentu dapat mencapai suatu standar mutu tertentu. Sementara itu, akreditasi sekolah atau satuan pendidikan merupakan upaya untuk memberikan pengakuan terhadap suatu institusi pendidikan (satuan pendidikan) oleh suatu lembaga (BAS) yang bersifat eksternal yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan tersebut dapat memberikan layanan pendidikan dengan standar kualitas tertentu sesuai dengan status akreditasi yang disandangnya. Demikian pula, pengakuan pihak eksternal terhadap upaya penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah juga dapat ditempuh melalui pelibatan penguji eksternal, seperti: UN dan uji kompetensi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu sekolah tersebut dilakukan oleh pihak internal sekolah, sebagai bagian dari manajemen mutu sekolah, sedangkan pengawasan atau evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu, dapat dilakukan oleh pihak eksternal sekolah dalam bentuk akreditasi sekolah, dan pengujian secara eksternal. 


Sementara itu, Tom Vroeijenstijn (2002), menyatakan bahwa sistem penjaminan mutu mencakup penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal dilakukan oleh pihak internal sekolah, yang merupakan tanggung jawab kepala sekolah beserta staf yang berwenang, yang terdiri dari pemantauan berkelanjutan, evaluasi diri oleh semua warga sekolah, evaluasi oleh lulusan maupun pengguna lulusan. Sedangkan penjaminan mutu eksternal umumnya dilakukan oleh pihak eksternal sekolah, berupa penilaian kinerja sekolah sebagai suatu entitas melalui akreditasi sekolah, penilaian prestasi akademik oleh pihak pemerintah, dalam bentuk Ujian Nasional, penilaian kompetensi lulusan SMK melalui uji kompetensi, dan penilaian terhadap kinerja sekolah penerima block grant peningkatan mutu, ataupun penilaian oleh pihak-pihak eksternal sekolah lainnya. 
Gambar 2 menunjukkan bahwa penjaminan mutu dilakukan oleh pihak internal sekolah mencakup penjaminan mutu komponen input pendidikan, baik input siswa maupun input instrumental (input pengolah), penjaminan mutu komponen proses (manajemen sekolah, proses pembelajaran, dan pembentukan kultur sekolah sebagai bagian dari program peningkatan mutu sekolah), penjaminan mutu komponen output atau hasil pendidikan, baik yang terkait dengan output dalam aspek akademik maupun non-akademik, dan penjaminan mutu terhadap komponen pendidikan (terutama untuk SMK), seperti: daya serap lulusan oleh lapangan kerja, masa tunggu untuk memperoleh pekerjaan, serta kriteria eksternal lainnya. 











ambar 2. Model Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah (Model-1)
Pada penelitian tahun I yang dilaksanakan tahun 2011 ini, model penjaminan mutu sekolah mencakup komponen: input siswa (yaitu sistem seleksi penerimaan siswa baru di SMA RSBI yang penelitiannya dilakukan oleh mahasiswa S2 PEP yang terlibat dalam penelitian ini), input guru (penilaian terhadap kinerja guru yang penelitiannya dilakukan oleh mahasiswa S3 PTK yang terlibat dalam penelitian ini), input program (yaitu melalui model evaluasi diri dan akreditasi sekolah yang penelitiannya dilakukan oleh mahasiswa S3 PTK dan mahasiswa S3 PEP yang terlibat dalam penelitian hibah ini), komponen proses (yaitu melalui evaluasi serta pemanfaatan daya serap materi untuk perbaikan pembelajaran yang penelitiannya dilakukan oleh mahasiswa S2 PEP yang terlibat dalam penelitian ini), dan komponen output (evaluasi terhadap hasil Ujian Nasional dan evaluasi kualitas soal yang digunakan untuk penilaian hasil belajar yang penelitiannya dilakukan oleh mahasiswa S2 PEP yang terlibat dalam penelitian ini). 
2. Prosedur Penjaminan Mutu

Selain komponen dan model evaluasi penjaminan mutu, kajian teori dan hasil penelitian relevan dan penelitian mahasiswa yang terlibat, juga dapat dikembangkan prosedur penjaminan mutu. Mekanisme atau prosedur penjaminan mutu yang dikembangkan ini melibatkan institusi-institusi di luar sekolah yang memiliki Tupoksi maupun kewenangan untuk melakukan penjaminan mutu sekolah, yaitu: LPMP, Dinas Pendidikan, P4-TK dan Komite Sekolah sebagai mitra sekolah. Secara visual mekanisme  penjaminan mutu sekolah diilustrasikan pada Gambar 3 berikut.







Pada Gambar 3 tersebut, diilustrasikan meskipun upaya penjaminan mutu sekolah harus dilakukan oleh pihak internal sekolah, sebagai bagian dari manajemen mutu, tetapi harus difasilitasi: didorong, didukung, didampingi dan disupervisi oleh institusi-institusi di luar sekolah yang memiliki Tupoksi maupun kewenangan untuk melakukan penjaminan mutu sekolah, yaitu: LPMP, Dinas Pendidikan, P4-TK dan Komite Sekolah sebagai mitra sekolah.

B. Hasil Penelitian Anak Payung 

Hasil penelitian pada tahun pertama telah berhasil mempercepat kelulusan tiga mahasiswa S-2 Program Pascasarjana UNY, sehingga dapat memperpendek masa studi menjadi sekitar 22 bulan. Sementara itu, empat mahasiswa S3 diharapkan dapat lulus pada tahun kedua, karena saat ini tiga mahasiswa diantaranya sedang melaksanakan pengumpulan data. Hasil penelitian tiga mahasiswa S2 Program Pascasarjana UNY dalam rangka penyusunan tugas akhir Tesis, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. FRIYATMI: Karakteristik Instrumen Tes dan Sistem Seleksi Siswa Baru Rintisan SMA Bertaraf Internasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi penjaminan mutu pada aspek input pendidikan, yaitu dengan mengevaluasi sistem Seleksi Penerimaan Siswa Baru dan mengevaluasi karakteristik (kualitas) butir tes seleksi peneriman siswa baru pada Rintisan SMA Bertaraf Internasional (RSMABI) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini termasuk penelitian evaluasi, yang dilakukan melalui metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di seluruh RSMABI di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan tes seleksi dalam penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2010/2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa: laporan pelaksanaan kegiatan seleksi, perangkat tes dan hasil tes seleksi penerimaan siswa baru, serta nilai rapor siswa pada semester 1, yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk digunakan untuk mendeskripsikan sistem seleksi penerimaan siswa baru, dan menganalisis kualitas butir soal secara kualitatif. Teknik analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengevaluasi kualitas butir tes seleksi dengan mendasarkan pendekatan teori klasik dan teori respon butir.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1) Seleksi penerimaan siswa baru RSMABI di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk seleksi administrasi telah terlaksana 50%. Seleksi penerimaan siswa baru berdasarkan tes kemampuan akademik dan tes bahasa Inggris belum terlaksana dengan baik, karena butir soal tidak sesuai standar. Tes psikologi telah terlaksana dengan baik, namun membutuhkan biaya yang besar. 
2) Kualitas butir soal tes seleksi penerimaan siswa baru pada RSMABI baik secara kualitatif maupun kuantitatif adalah sebagai berikut:

a. Kualitas butir tes seleksi secara kualitatif menunjukkan bahwa sebagian besar butir soal termasuk dalam kategori baik. Hasil telaah seluruh materi tes untuk aspek materi, bahasa, dan konstruksi telah terpenuhi lebih dari 85%. 

b. Hasil telaah butir soal SMAN 1 Kalasan secara kualitatif menunjukkan bahwa jumlah butir tes yang berkategori baik untuk bahasa Indonesia adalah sebanyak 76,7%, IPA 84%, matematika sebesar 87%, IPS sebesar 35%, dan tes bahasa Inggris sebesar 98%. Sementara itu, telaah butir soal seleksi SMAN 1 Wonosari secara kualitatif menunjukkan jumlah butir dengan kategori baik pada materi uji bahasa Indonesia adalah sebesar 95%, IPA 85%, matematika sebesar 100%, IPS 90%, dan tes bahasa Inggris sebesar 85%.

2) Analisis tes secara kuantitatif menunjukkan bahwa kualitas instrumen berdasar-kan teori klasik ternyata hanya tes bahasa Inggris SMAN 1 Kalasan dan tes matematika SMAN 1 Wonosari yang merupakan instrumen yang reliabel. Semua butir tes memiliki rerata tingkat kesukaran sedang. Rerata daya pembeda butir tes yang tergolong baik hanya tes matematika dari kedua SMA tersebut, dan tes IPA yang digunakan oleh SMAN 1 Wonosari. 

3) Karakteristik butir soal berdasarkan teori respon butir memperlihatkan bahwa seluruh materi tes memiliki daya pembeda yang baik. Rerata tingkat kesukaran butir tes berkategori baik, meskipun tergolong mudah.

4) Validitas prediktif seluruh tes seleksi secara bersama-sama di kedua sekolah tergolong tinggi, yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi ganda sebesar 0,717 di SMAN 1 Kalasan, dan 0,707 di SMAN 1 Wonosari. Sumbangan komponen seleksi terhadap hasil belajar siswa SMAN 1 Kalasan adalah sebesar 52,4%, sedangkan SMAN 1 Wonosari adalah sebesar 50%. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dari kelima jenis prediktor, maka nilai rapor dan nilai ujian nasional SMP memberikan peranan yang lebih besar dalam memprediksikan hasil belajar siswa dibandingkan skor tes seleksi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diajukan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:  

1) Kebijakan seleksi siswa baru RSMABI melalui tes seleksi hendaknya perlu dipertimbangkan kembali, karena berdasarkan bukti empiris pelaksanaan tes hanya mempunyai peranan yang rendah dalam memprediksi keberhasilan belajar siswa di SMA.

2) Seleksi siswa baru RSMABI di provinsi DIY akan lebih efektif dan efisien dengan melalui seleksi administrasi yang didasarkan pada nilai rapor dan nilai UN SMP saja, karena meskipun pelaksanaan seleksi administrasi tersebut tidak membutuhkan biaya besar, namun justru mempunyai daya prediksi yang besar dalam memprediksikan keberhasilan belajar siswa di SMA.

2. Ika Pranita Siregar: Analisis Hasil Ujian Nasional Kimia SMA di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.


Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penjaminan mutu sekolah dalam aspek proses pembelajaran, yang dilakukan dengan mengidentifikasi: (1) daya serap materi Kimia pada Ujian Nasional (UN) SMA di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Provinisi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan (2) pemanfaatan hasil daya serap materi Kimia tersebut dalam peningkatan kualitas pembelajaran.


Jenis penelitian adalah penelitian survey eksploratif yang menganalisis hasil daya serap materi Kimia pada UN SMA RSBI dan pemanfaatan hasil daya serap tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data hasil daya serap materi Kimia pada UN SMA RSBI 2009/2010 dan sumber informasi untuk pemanfaatan hasil daya serap tersebut adalah 30 guru Kimia dan 10 Kepala Sekolah SMA RSBI. Perbedaan rerata daya serap materi Kimia pada UN SMA RSBI antar kabupaten/kota dan perbedaan urutan kemampuan yang diuji yang memiliki persentase daya serap lima terendah SMA RSBI antar kabupaten/kota menggunakan analisis non parametrik dengan uji Kruskall-Walliss. Perbedaan rerata daya serap materi Kimia pada UN SMA RSBI dan non RSBI dianalisis dengan uji Mann-Whitney U. Pemanfaatan hasil daya serap dan kendalanya dianalisis dengan statistik deskriptif kuantitatif dan kualitatif.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pada analisis daya serap UN: a) persentase daya serap materi mata pelajaran Kimia berdasar hasil UN SMA RSBI di Provinsi DIY tahun 2009/2010 cukup tinggi yaitu 76,24% (soal paket A) dan 73,66% (soal paket B), b) persentase daya serap terendah yaitu 11,29% (soal paket A) dan 24,96% (soal paket B), c) persentase daya serap tertinggi  yaitu 99,09% (soal paket A) dan 99,59% (soal paket B), d) tidak ada perbedaan secara signifikan rerata daya serap materi Kimia pada UN SMA RSBI antar kabupaten/kota baik pada soal paket A maupun B, e) ada perbedaan secara signifikan rerata daya serap materi Kimia pada UN antar SMA RSBI dengan non RSBI baik pada soal paket A maupun B, dan f) tidak ada perbedaan secara signifikan urutan pokok bahasan yang daya serapnya lima terendah antar kabupaten/kota baik pada soal paket A maupun B. (2) pada pemanfaatan hasil daya serap menunjukkan bahwa sekolah dan guru SMA RSBI melakukan analisis dan pemanfaatan hasil daya serap UN cukup tinggi dan kendala dalam pemanfaatan hasil analisis daya serap adalah penerimaan informasi hasil UN yang tidak lengkap dan sering terlambat.


Hasil penelitian di atas memberikan implikasi bahwa: 

1) Analisis daya serap ini memberikan gambaran bahwa rerata persentase daya serap materi Kimia pada UN SMA RSBI termasuk tinggi yaitu lebih besar dari 65%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada materi sulit pada soal UN Kimia. Implikasinya bagi pihak sekolah terutama Kepala Sekolah dan guru agar meningkatkan persentase daya serap materi Kimia pada UN tahun berikutnya dengan cara melakukan analisis daya serap tahun sebelumnya. 

2) Perbedaan rerata persentase daya serap materi Kimia pada UN SMA RSBI antar kabupaten/kota memberikan gambaran bahwa perbedaan wilayah tidak mempengaruhi mutu SDM yang didasarkan pada indikator nilai UN. Implikasinya bagi pemerintah, sekolah, guru, dan siswa untuk tetap meningkatkan mutu SDM-nya walaupun wilayah berbeda dengan kecenderungan konteks dan input yang berbeda namun dapat menghasilkan output  antar daerah/kabupaten yang tidak berbeda. 

3) Perbedaan rerata persentase daya serap materi Kimia pada UN antar SMA RSBI dengan non RSBI memberikan gambaran bahwa konsep pengembangan SNP pada SMA RSBI tidak dapat membedakan ciri dan kualitas RSBI dengan non RSBI, selain itu dapat juga digambarkan bahwa nilai UN tidak dapat digunakan untuk membedakan SMA RSBI dan non RSBI. Implikasinya bagi pemerintah adalah melakukan evaluasi kembali terhadap konsep pengembangan RSBI yang ternyata hasilnya tidak berbeda dengan SNP.
4) Pemanfaatan hasil analisis daya serap meliputi penentuan materi dan metode pembelajaran berdasarkan hasil analisis daya serap. Selain itu juga dukungan, motivasi, dan monitoring Kepala Sekolah terhadap pemanfaatan hasil daya serap. Hasil evaluasi ini memberikan gambaran bahwa SMA RSBI sudah memanfaatkan hasil analisis daya serap materi Kimia pada UN secara maksimal dalam memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Implikasinya bagi Kepala Sekolah, guru, dan siswa untuk lebih memanfaatkan hasil analisis daya serap sehingga proses pembelajaran dapat semakin baik yang nantinya akan menghasilkan kualitas lulusan yang semakin baik yaitu lulusan yang memiliki standar lebih tinggi daripada sekolah non RSBI.

3. HARYANI: Penyetaraan Horisontal Perangkat Tes Ujicoba Ujian Nasional Matematika SMA Program IPA di SMAN Kota Yogyakarta Tahun Pelajaran 2009/2010. 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi penjaminan mutu pada komponen output pendidikan, yaitu dengan mengevaluasi karakteristik atau kualitas butir tes yang digunakan pada ujicoba Ujian Nasional Matematika SMA program IPA tahun pelajaran 2009/2010. 

Sumber data berasal dari dokumentasi lembar jawaban siswa kelas XII IPA di SMAN kota Yogyakarta yang mengikuti ujicoba Ujian Nasional Matematika IPA tahun pelajaran 2009/2010 untuk putaran 1, 2, dan 3, dengan jumlah sampel 1396. Evaluasi kualitas atau karaketeristik butir tes dilakukan dengan program Iteman dan Bilog MG, sedang penyetaraan tes dilakukan dengan kurva karakteristik dari Haebera dengan desain tunggal. Analisis untuk kesetaraan meliputi: analisis varians untuk menguji kesamaan rata-rata, uji Tukey untuk uji pasangan, dan uji Levene untuk menguji homogenitas varians. Proses penyetaraan dilakukan dengan bantuan program Microsoft Excell 2007. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas tes yang digunakan pada ujicoba UN SMA IPA di SMAN kota Yogyakarta tahun pelajaran 2009/2010 adalah sebagai berikut:
a. Hasil telaah kualitatif dapat disimpulkan bahwa tes putaran 1, 2, dan 3 yang digunakan pada ujicoba UN SMA IPA di SMAN kota Yogyakarta tahun pelajaran 2009/2010 dengan masing-masing putaran 40 item, pada aspek materi 99,2% berkategori baik karena memenuhi semua kriteria telaah dan 0,9% berkategori kurang baik karena pengecoh tidak homogen dan logis. Pada aspek kontruksi 96,7% berkategori baik karena memenuhi semua kriteria telaah  dan 3,3% yang berkategori kurang baik karena soal-soal tidak dirumuskan dengan jelas, sedang pada aspek bahasa 90% berkategori baik karena memenuhi semua kriteria telaah,  8,3% kurang baik  karena tidak menggunakan bahasa yang komunikatif dan 1,7% butir tes berkategori tidak baik karena tidak menggunakan bahasa yang komunikatif dan EYD. 

b. Hasil analisis  secara kuantitatif dengan pendekatan teori tes klasik, pada tes putaran pertama, 16 atau 40% berkategori baik, putaran kedua 26 atau 65% dan putaran ketiga 17 atau 16,25%. Selain itu, daya beda dan tingkat kesukaran tes putaran 1, 2, dan 3 berkategori baik. Daya beda pada putaran satu sebesar 0,398, putaran  dua 0,377 dan putaran tiga 0,350, sedang rata-rata tingkat kesukaran tes putaran satu  0.398, putaran dua 0,623 dan putaran tiga 0,632. Reliabilitas tes putaran 1, 2, dan 3 berkategori baik. Reliabilitas putaran  satu sebesar 0,750, putaran dua 0,845 dan putaran tiga 0,818. Jika dilihat distribusi respon,  pengecoh pada tes putaran satu, dua  dan putaran tiga  85,8% merupakan pengecoh efektif.  
c. Hasil analisis secara kuantitatif dengan pendekatan Teori Respons Butir, model 2 Parameter Logistik, pada tes putaran 1, sebanyak 17 atau 45%  berkategori baik, rata-rata daya beda 0,513 dengan simpangan baku  0,134 dan rata-rata tingkat kesukaran 0,256 dengan simpangan baku  1,041. Pada tes putaran dua diperoleh 34 atau 85% berkategori baik, rata-rata daya beda 0,578  dengan simpangan baku  0,133 dan rata-rata tingkat kesukaran -0,700 dengan simpangan baku 0,905. Pada tes putaran tiga diperoleh 24 item atau 60% berkategori baik, rata-rata daya beda 0,584 dengan simpangan baku 0,137 dan rata-rata tingkat kesukaran -0,808 dengan simpangan baku 1,337.

d. Secara bersama-sama tes putaran 1, 2, dan 3 tidak paralel karena mempunyai rata-rata skor dan varians yang sama. Tes putaran 1 dan putaran 2 tidak paralel dengan persamaan kesetaran tes putaran satu (X)  ke putaran dua (Y)  adalah  
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Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil implikasi sebagai berikut:

1) Secara kualitatif, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan agar dalam penyusunan soal perlu mempertimbangkan  aspek bahasa, materi dan kontruksi sehingga terhindar dari kesalahan  perangkat tes dalam menjalani fungsi ukurnya.

2) Hasil kuantitatif menunjukkan masih sedikitnya butir – butir yang berkategori baik, membawa implikasi perlu adanya perbaikan dalam penyusunan soal.

3) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi guru-terkait dengan adanya informasi tentang materi – materi yang berkategori mudah, sedang dan sulit. 

4) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rintisan pengembangan bank soal ujicoba Ujian Nasional Matematika IPA.

5) Hasil penelitian yang menunjukkan belum adanya kesetaraan pada soal- soal  yang digunakan pada ujicoba Ujian Nasional, dapat sebagai pertimbangan bahwa dalam pembuatan soal ujicoba yang dilakukan secara bertahap perlu diperhatikan kesetaraan antar paket yang digunakan,  sehingga perbaikan pembelajaran akan lebih efektif. 

BAB  VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tahun pertama, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan penjaminan mutu input siswa dilakukan melalui pelaksanaan seleksi penerimaan siswa baru, yang untuk SMA RSBI telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu peraturan menteri Pendidikan Nasional. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari peraturan menteri tersebut masih sangat variatif sesuai kondisi dan kemampuan sekolah masing-masing. Yang lebih memprihatinkan bahwa sistem seleksi tersebut belum dilakukan evaluasi mengenai efektivitasnya dalam menjaring calon-calon siswa SMA RSBI yang berkualitas.

2. Pelaksanaan penjaminan mutu komponen penilaian pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar SMA RSBI belum memanfaatkan informasi hasil penilaian (daya serap) untuk melakukan perbaikan pembelajaran. 

3. Pelaksanaan penjaminan mutu output pendidikan di sekolah, salah satunya dapat dilakukan dengan mengevaluasi kualitas soal yang digunakan untuk uji coba Ujian Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas soal buatan guru yang digunakan untuk uji coba UN perlu dievaluasi secara terus-menerus untuk menjamin terpenuhinya kualitas soal yang valid dan reliabel.
4. Hasil penelitian tema payung mengindikasikan bahwa untuk melakukan penjaminan mutu, pihak internal sekolah harus difasilitasi (didorong, didukung, didampingi dan disupervisi) oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan tupoksi yang sesuai yaitu: LPMP, P4-TK, Dinas Pendidikan dan juga Komite Sekolah.
B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah cenderung belum dilaksanakan secara terencana dan efektif. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanana penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak iternal sekolah.

2. Peran pihak-pihak sebagai pemberi fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh sekolah masih sangat kurang dan cenderung kabur. Untuk itu, diperlukan sosialisasi mekanisme dan peran pihak eksternal dalam penjaminan mutu sekolah. Upaya ini akan dilakukan dalam penelitian tahun ke-2 dan ketiga penelitian ini, sehingga pelaksanaan penjaminan mutu serta fasilitas dan supervisinya dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama.
VII. RENCANA PENELITIAN TAHAP SELANJUTNYA
A. Tujuan Khusus Penelitian Tahun keII

Tujuan khusus penelitian hibah pascasarjana tahun ke II ini adalah melanjutkan hasil penelitian tahun ke I, yakni: mengembangkan panduan penggunaan prosedur dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah, menyelenggarakan FGD untuk membahas draf panduan dan instrumen, melakukan uji coba instrumen,  dan merevisi draf panduan serta instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah. Pada tahun ke dua penelitian hibah pascasarjana ini juga akan melibatkan tiga mahasiswa S2 dan tiga mahasiswa S3 PPS UNY.

B. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang diusulkan ini termasuk penelitian riset dan pengembangan          (R & D), yang dilakukan selama tiga (3) tahun. Pada penelitian tahun pertama yang telah dilakukan, telah dihasilkan model dan prosedur atau mekanisme evaluasi penjaminan mutu sekolah. Model beserta prosedur atau mekanisme evaluasi penjaminan mutu sekolah tersebut telah tervalidasi melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD), dengan melibatkan 10 pakar dari perguruan tinggi, LPMP dan asosiasi profesi, yaitu HEPI, ISPI dan ADGEVI. Pada penelitian tahun kedua, akan dikembangkan draf panduan pelaksanaan dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah, pelaksanaan FGD untuk melakukan validasi terhadap draf panduan dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah, uji coba instrumen, dan diakhiri dengan revisi draf panduan implementasi model dan instrumen. Sementara itu, pada penelitian tahun ketiga, akan dilakukan diseminasi model pada lima dinas pendidikan kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta, dengan mengundang para praktisi di perguruan tinggi dan LPMP. Secara lengkap, kegiatan penelitian selama tiga tahun ini dapat dilihat pada prosedur penelitian berikut.
2. Prosedur Penelitian
Penelitian tahun pertama yang telah dilaksanakan adalah melakukan kajian teori dan hasil penelitian yang relevan, menyusun draf model dan mekanisme atau prosedur evaluasi penjaminn mutu sekolah, melakukan FGD, dan merevisi draf model serta prosedur evaluasi penjaminan mutu sekolah. Pada penelitian tahun kedua yang diusulkan ini, adalah untuk mengembangkan panduan penggunaan prosedur yang telah dikembangkan pada penelitian tahun pertama dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah, menyelenggarakan FGD untuk membahas draf panduan dan instrumen, melakukan uji coba instrumen,  dan merevisi draf panduan serta instrumen. Penelitian tahun ketiga, adalah iseminasi model evaluasi penjaminan mutu sekolah (yang mencakup prosedur, instrumen, dan panduan), dan merevisi sehingga menjadi model evaluasi penjaminan mutu sekolah yang  final. 
3. Subyek Penelitian Tahun ke II

Responden yang akan dilibatkan dalam FGD tahun kedua  adalah 10 para pakar dari perguruan tinggi (LPTK yang ada di D.I. Yogyakarta) dan 15 pakar dari berbagai asosiasi profesi pendidikan, misal HEPI, ISPI, ABKIN, ABKINDO, PGRI, dan lain sebagainya. Sementara itu, responden uji coba pada tahun kedua adalah  guru SD, guru SMP, guru SMA, dan guru SMK yang sudah lulus sertifikasi, paling tidak dua tahun yang lalu. Secara rinci, sebaran responden pada Tahun ke II dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Distribusi Responden Tahun ke II

	NO
	KEGIATAN
	JUMLAH RESPONDEN

	1
	FGD I tahun pertama
	10 pakar pendidikan dari Perguruan Tinggi

	
	
	15 pakar dari asosiasi profesi pendidikan, misal HEPI, ISPI, ABKIN, ABKINDO, PGRI, dan lain sebagainya.

	2
	Uji coba
	SD   : 6 guru, 3 Kasek, 2 Pengawas

	
	
	SMP : 6 guru, 3 Kasek, 2 Pengawas

	
	
	SMA : 6 guru, 3 Kasek, 2 Pengawas

	
	
	SMK : 6 guru, 3 Kasek, 2 Pengawas

	TOTAL RESPONDEN
	69 orang


4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tahun kedua penelitian ini adalah diskusi wawancara, pengisian, dan atau penjawaban instrumen. Pada saat Focus Group Discussion (FGD), para pakar diberi draf panduan penggunaan prosedur dan instrumen yang dihasilkan pada tahun 2011, kemudian diminta untuk mendiskusikan. Sudah barang tentu peneliti menjadi moderatornya. Peserta FGD ini adalah 10 para pakar dari perguruan tinggi (LPTK yang ada di D.I. Yogyakarta),  dan 15 pakar dari berbagai asosiasi profesi pendidikan, misal HEPI, ISPI, ABKIN, ABKINDO, PGRI, dan lain sebagainya. 

 Setelah direvisi, draf panduan penggunaan prosedur dan instrumen ini diujicobakan kepada 6 guru, 3 Kasek, 2 Pengawas SD, 6 guru, 3 Kasek, 2 Pengawas  SMP, 6 guru, 3 Kasek, 2 Pengawas SMA, dan 6 guru, 3 Kasek, 2 Pengawas  SMK. Responden diminta untuk memberi masukan terkait dengan kelengkapan, keterbacaan, panduan dengan cara menjawab dan atau mengisi isian.

5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif kuantitaif dan deskriptif kualitatif. Teknik statistik deskriptif kuantitatif  digunakan untuk mendeskripsikan berapa responden yang hadir dan memberi masukan,  berapa responden yang hadir tetapi tidak memberi masukan, serta berapa responden yang tidak hadir. Sementara itu, teknik statistik deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan kata, kalimat, dan atau substansi apa saja yang harus dihilangkan atau ditambahkan pada draf panduan.

C. Jadwal Kerja

Jadwal kerja penelitian hibah pascasarjana tahun ke II adalah sebagai berikut.
Tabel 3. Jadwal Kerja Tahun ke II

	No
	JENIS AKTIVITAS
	Bulan, 2012 (Tahun Kedua)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Persiapan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Mengkaji prosedur dan instrumen yang dihasilkan tahun 2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Memvalidasi instrumen yang telah dihasilkan pada tahun 2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Mengembangkan panduan penggunaan prosedur dan instrumen yang telah dikembangkan pada tahun 2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	FGD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Ujicoba 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Revisi hasil ujicoba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Analisis dan pembuatan laporan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Seminar hasil dan pelaporan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


VIII. DRAF ARTIKEL ILMIAH
A. PENDAHULUAN

Dalam era global seperti saat ini, pendidikan yang bermutu merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sehubungan dengan penjaminn mutu, pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan dalam tiga program terintegrasi yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Ketiga program tersebut merupakan bentuk penjaminan mutu pendidikan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat agar dapat memperoleh layanan dan hasil pendidikan yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh penyelenggara pendidikan. 
Evaluasi dalam rangka penjaminan mutu pendidikan diatur dalam pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yakni setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Ruang lingkup penjaminan mutu sekolah, meliputi penjaminan mutu terhadap komponen-komponen sistem pendidikan: (1) input, baik input peserta didik, guru, tenaga kependidikan maupun sumber daya yang lain, (2) proses, baik proses manajemen sekolah (termasuk pengembangan kultur sekolah) maupun proses pembelajaran dan penilaian, (3) produk atau hasil, terutama penjaminan terhadap kualitas output yang dihasilkan oleh sekolah, dan penjaminan mutu sekolah sebagai suatu sistem secara keseluruhan, dan (4) outcomes, terutama penjaminan mutu terhadap pelaksanaan studi penelusuran yang dilakukan oleh sekolah.

Pengawasan atau evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu sekolah pada umumnya dilakukan oleh pihak eksternal sekolah. Penilaian atau evaluasi terhadap kinerja sekolah  sebagai suatu institusi salah satunya dilakukan dalam bentuk akreditasi, yang dilakukan oleh pihak eksternal sekolah, yaitu Badan Akreditasi Sekolah (BAS). Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu output atau hasil pendidikan dilakukan melalui penilaian oleh pemerintah dalam bentuk Ujian Nasional. 

Demikian pula, evaluasi atau penilaian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu input siswa dapat dilakukan oleh pihak eksternal sekolah dalam bentuk evaluasi terhadap sistem seleksi penerimaan siswa baru.  Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu input guru dapat dilakukan melalui penilaian kinerja guru, sedangkan penilaian terhadap suatu pelaksanaan penjaminan mutu proses dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi proses manajemen sekolah dan pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
Uraian di atas menggambarkan betapa pentingnya penjaminan mutu bagi sekolah atau satuan pendidikan, dan sudah banyak sekolah yang mencoba melakukan penjaminan mutu. Namun sayangnya, sampai saat ini belum ada model evaluasi penjaminan mutu sekolah. Oleh karenanya, penelitian ini akan mengembangkan suatu model evaluasi penjaminan mutu sekolah yang mencakup:  model dan prosedur atau mekanisme, instrumen, dan panduan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu sekolah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menghasilkan: (1) model dan prosedur, (2) instrumen, dan (3) panduan pelaksanaan evaluasi penjaminan mutu sekolah. 
B. Metode Penelitian
Penelitian yang diusulkan ini termasuk penelitian riset dan pengembangan          (R & D), yang dilakukan selama tiga (3) tahun. Pada penelitian tahun pertama yang telah dilakukan, telah dihasilkan model dan prosedur atau mekanisme evaluasi penjaminan mutu sekolah. Model beserta prosedur atau mekanisme evaluasi penjaminan mutu sekolah tersebut telah tervalidasi melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD), dengan melibatkan 10 pakar dari perguruan tinggi, LPMP dan asosiasi profesi, yaitu HEPI, ISPI dan ADGEVI. Pada penelitian tahun kedua, akan dikembangkan draf panduan pelaksanaan dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah, pelaksanaan FGD untuk melakukan validasi terhadap draf panduan dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah, uji coba instrumen, dan diakhiri dengan revisi draf panduan implementasi model dan instrumen. Sementara itu, pada penelitian tahun ketiga, akan dilakukan diseminasi model pada lima dinas pendidikan kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta, dengan mengundang para praktisi di perguruan tinggi dan LPMP. 
Responden yang akan dilibatkan dalam FGD tahun kedua  adalah 10 para pakar dari perguruan tinggi (LPTK yang ada di D.I. Yogyakarta) dan 15 pakar dari berbagai asosiasi profesi pendidikan, misal HEPI, ISPI, ABKIN, ABKINDO, PGRI, dan lain sebagainya. Sementara itu, responden uji coba pada tahun kedua adalah  guru SD, guru SMP, guru SMA, dan guru SMK yang sudah lulus sertifikasi, paling tidak dua tahun yang lalu. 
Metode pengumpulan data tahun kedua penelitian ini adalah diskusi wawancara, pengisian, dan atau penjawaban instrumen. Pada saat Focus Group Discussion (FGD), para pakar diberi draf panduan penggunaan prosedur dan instrumen yang dihasilkan pada tahun 2011, kemudian diminta untuk mendiskusikan. Sudah barang tentu peneliti menjadi moderatornya. Peserta FGD ini adalah 10 para pakar dari perguruan tinggi (LPTK yang ada di D.I. Yogyakarta),  dan 15 pakar dari berbagai asosiasi profesi pendidikan, misal HEPI, ISPI, ABKIN, ABKINDO, PGRI, dan lain sebagainya. 

 Setelah direvisi, draf panduan penggunaan prosedur dan instrumen ini diujicobakan kepada 6 guru, 3 Kasek, 2 Pengawas SD, 6 guru, 3 Kasek, 2 Pengawas  SMP, 6 guru, 3 Kasek, 2 Pengawas SMA, dan 6 guru, 3 Kasek, 2 Pengawas  SMK. Responden diminta untuk memberi masukan terkait dengan kelengkapan, keterbacaan, panduan dengan cara menjawab dan atau mengisi isian.

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif kuantitaif dan deskriptif kualitatif. Teknik statistik deskriptif kuantitatif  digunakan untuk mendeskripsikan berapa responden yang hadir dan memberi masukan,  berapa responden yang hadir tetapi tidak memberi masukan, serta berapa responden yang tidak hadir. Sementara itu, teknik statistik deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan kata, kalimat, dan atau substansi apa saja yang harus dihilangkan atau ditambahkan pada draf panduan.

C. HASIL PENELITIAN

Penelitian hibah Pascasarjana (penelitian payung) ini akan dilakukan selama tiga tahun. Kegiatan yang dilakukan pada tahun pertama adalah mengkaji teori dan hasil penelitian mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini (penelitian anak payung). Hasil kajian digunakan untuk menyusun draf model penjaminan mutu sekolah yang mencakup komponen penjaminan mutu, evaluasi komponen penjaminan mutu,  dan prosedur penjaminan mutu.
1. Komponen dan Model Evaluasi Penjaminan Mutu 

Dalam perspektif manajemen mutu, upaya penjaminan mutu suatu lembaga atau satuan pendidikan tertentu terutama harus dilakukan oleh pihak internal sekolah yang bersangkutan sebagai bagian dari proses manajemen mutu. Namun demikian, upaya pengawasan atau pengendalian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah tersebut dapat dilakukan juga oleh pihak eksternal sekolah. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh dalam rangka penjaminan mutu sekolah atau satuan pendidikan yang dilakukan oleh pihak eksternal sekolah adalah melalui akreditasi sekolah, yang selama ini dilakukan Badan Akreditasi Sekolah (BAS), dan melalui penguji eksternal, seperti: Ujian Nasional oleh pemerintah, maupun Uji Kompetensi bagi siswa SMK. 


Sistem penjaminan mutu mencakup penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal dilakukan oleh pihak internal sekolah, yang merupakan tanggung jawab kepala sekolah beserta staf yang berwenang, yang terdiri dari pemantauan berkelanjutan, evaluasi diri oleh semua warga sekolah, evaluasi oleh lulusan maupun pengguna lulusan. Penjaminan mutu eksternal umumnya dilakukan oleh pihak eksternal sekolah, berupa penilaian kinerja sekolah sebagai suatu entitas melalui akreditasi sekolah, penilaian prestasi akademik oleh pihak pemerintah, dalam bentuk Ujian Nasional, penilaian kompetensi lulusan SMK melalui uji kompetensi, dan penilaian terhadap kinerja sekolah penerima block grant peningkatan mutu, ataupun penilaian oleh pihak-pihak eksternal sekolah lainnya. 












Gambar 2. Model Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah Model-1
Gambar 2 menunjukkan bahwa penjaminan mutu dilakukan oleh pihak internal sekolah mencakup penjaminan mutu komponen input pendidikan, baik input siswa maupun input instrumental (input pengolah), penjaminan mutu komponen proses (manajemen sekolah, proses pembelajaran, dan pembentukan kultur sekolah sebagai bagian dari program peningkatan mutu sekolah), penjaminan mutu komponen output atau hasil pendidikan, baik yang terkait dengan output dalam aspek akademik maupun non-akademik, dan penjaminan mutu terhadap komponen pendidikan (terutama untuk SMK), seperti: daya serap lulusan oleh lapangan kerja, masa tunggu untuk memperoleh pekerjaan, serta kriteria eksternal lainnya. 

Pada penelitian tahun I yang dilaksanakan tahun 2011 ini, model penjaminan mutu sekolah mencakup komponen: input siswa (yaitu sistem seleksi penerimaan siswa baru di SMA RSBI yang penelitiannya dilakukan oleh mahasiswa S2 PEP yang terlibat dalam penelitian ini), input guru (penilaian terhadap kinerja guru yang penelitiannya dilakukan oleh mahasiswa S3 PTK yang terlibat dalam penelitian ini), input program (yaitu melalui model evaluasi diri dan akreditasi sekolah yang penelitiannya dilakukan oleh mahasiswa S3 PTK dan mahasiswa S3 PEP yang terlibat dalam penelitian hibah ini), komponen proses (yaitu melalui evaluasi serta pemanfaatan daya serap materi untuk perbaikan pembelajaran yang penelitiannya dilakukan oleh mahasiswa S2 PEP yang terlibat dalam penelitian ini), dan komponen output (evaluasi terhadap hasil Ujian Nasional dan evaluasi kualitas soal yang digunakan untuk penilaian hasil belajar yang penelitiannya dilakukan oleh mahasiswa S2 PEP yang terlibat dalam penelitian ini). 
3. Prosedur Penjaminan Mutu








Selain komponen dan model evaluasi penjaminan mutu, kajian teori dan hasil penelitian relevan dan penelitian mahasiswa yang terlibat, juga dapat dikembangkan prosedur atau meknisme penjaminan mutu. Mekanisme atau prosedur penjaminan mutu yang dikembangkan ini melibatkan institusi-institusi di luar sekolah yang memiliki Tupoksi maupun kewenangan untuk melakukan penjaminan mutu sekolah, yaitu: LPMP, Dinas Pendidikan, P4-TK dan Komite Sekolah sebagai mitra sekolah. Secara visual mekanisme  penjaminan mutu sekolah diilustrasikan pada Gambar 3. 

Pada Gambar 3 tersebut, diilustrasikan meskipun upaya penjaminan mutu sekolah harus dilakukan oleh pihak internal sekolah, sebagai bagian dari manajemen mutu, tetapi harus difasilitasi: didorong, didukung, didampingi dan disupervisi oleh institusi-institusi di luar sekolah yang memiliki Tupoksi maupun kewenangan untuk melakukan penjaminan mutu sekolah, yaitu: LPMP, Dinas Pendidikan, P4-TK dan Komite Sekolah sebagai mitra sekolah.
D. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tahun pertama, dapat disimpulkan bahwa:

a. Pelaksanaan penjaminan mutu input siswa dilakukan melalui pelaksanaan seleksi penerimaan siswa baru, yang untuk SMA RSBI telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu peraturan menteri Pendidikan Nasional. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari peraturan menteri tersebut masih sangat variatif sesuai kondisi dan kemampuan sekolah masing-masing. Yang lebih memprihatinkan bahwa sistem seleksi tersebut belum dilakukan evaluasi mengenai efektivitasnya dalam menjaring calon-calon siswa SMA RSBI yang berkualitas.

b. Pelaksanaan penjaminan mutu komponen penilaian pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar SMA RSBI belum memanfaatkan informasi hasil penilaian (daya serap) untuk melakukan perbaikan pembelajaran. 

c. Pelaksanaan penjaminan mutu output pendidikan di sekolah, salah satunya dapat dilakukan dengan mengevaluasi kualitas soal yang digunakan untuk uji coba Ujian Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas soal buatan guru yang digunakan untuk uji coba UN perlu dievaluasi secara terus-menerus untuk menjamin terpenuhinya kualitas soal yang valid dan reliabel.

d. Hasil penelitian tema payung mengindikasikan bahwa untuk melakukan penjaminan mutu, pihak internal sekolah harus difasilitasi (didorong, didukung, didampingi dan disupervisi) oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan tupoksi yang sesuai yaitu: LPMP, P4-TK, Dinas Pendidikan dan juga Komite Sekolah.
2. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut.

a. Pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah cenderung belum dilaksanakan secara terencana dan efektif. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanana penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak iternal sekolah.

b. Peran pihak-pihak sebagai pemberi fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh sekolah masih sangat kurang dan cenderung kabur. Untuk itu, diperlukan sosialisasi mekanisme dan peran pihak eksternal dalam penjaminan mutu sekolah. Upaya ini akan dilakukan dalam penelitian tahun ke-2 dan ketiga penelitian ini, sehingga pelaksanaan penjaminan mutu serta fasilitas dan supervisinya dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama.
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